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2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU nomor 14 Tahun
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SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik

PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PPID Dzit‘;aggnpﬁgg%'s:si Atasan PPID Kelengkapan Waktu Output KET
Pembantu Informasi Pembantu
1 ; ; 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Secara DIDP yang telah
Mengumpulkan informasi dan yang
doku?’nenp’zasi yang berkualitas dan 2. UU No. 25 Tahun 2009 | berkala, serta | dikumpulkan dari
relevan dengan tupoksi masing-masing 3. UU No. 23 Tahun 2013 me_rta dan komponen dan
komponen di Kemendagri dan Pemda, 4. PP 6.1 Tahun 2010 setiap saat perangkat daerah
baik yang diproduksi sendiri, 5. PerkiNo. 1 Tahun 2010
dikembangan, maupun yang dikirim ke 6. Perki No. 1 Tahun 2013
pihak lain, yang berupa arsip statis
maupunn dinamis, arisp aktif maupun
arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai
2 P ; ; 1. UU No. 14 Tahun 2008 | Secara DIDP yang telah
Mengklasifikasikan seluruh informasi dan v "D yang
dokumentasi yang telah dikumpulkan dan 2. UU mo. 35 $anun 3039 berkala, serta diklasifikasi
mengidentifikasikannya berdasarkan sifat 3. UUNo. 23 Tahun 2013 me_rta dan kebenarannya
informasi dan dokumentasi 4. PP 61 Tahun 2010 setiap saat
5. Perki No. 1 Tahun 2010
6. Perki No. 1 Tahun 2013
3 IMendokumentasikan informasi public Alat Tulis Kantor Secara DIDP
dalam bentuk softcopy dan tempat berkala, serta
penyimpanan dokumen dalam bentuk me_rta dan
hardcopy n setiap saat
4 Menetapkan DIDP secara resmi sesuai _ v Mengadakan rapat Setelah DIDP_ Surat Keputusan S.etelah DD_I_P
dengan Klasifikasi informasi dan tidak bersama dengan PPID terkumpul dari D_IDP yang d|tetgpkan,J|l$a
; ; Utama, PPID Pembantu PPID ditandatangani ada informasi
dokumentasi publik J
untuk menetapkan DIDP Pembantu oleh atasan PPID | terbaru, dibuat
ya SK untuk
ditetapkan
5 Mengakses dan mengunggah DIDP ke Website _darj sarana S.etelah DIDP Adanyq konte_n
website resmi PPID Utama maupun dimii e Komponen dan | oleh atacan | kemendagr dan
melalui sarana informasi lainnya Ik '
y Pemerintah Daerah PPID Pemda




